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BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemaparan mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap
merek dari cybersquatting menurut hukum di Indonesia hingga saat ini
masih belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di
Indonesia, baik dalam hukum merek yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Kitab Undang Hukum Pidana
(KUHP), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen. Di Amerika Serikat perbuatan cybersquatting
secara jelas dapat dijangkau oleh aturan hukum positif  sebagaimana
tertuang dalam 15 USC Sec. 1125 dan 1129 Anti-Cybersguatting
Consumer Protection Act 1999(ACPA) sedangkan perlindungan hukum
merek dari cybersquatting menurut Uniform Dispute Resolution Policy
(UDRP) adalah melindungi pendaftaran nama domain dari itikad buruk
(bad faith).

2. Upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap merek di
Indonesia dari tindakan cybersquatting telah dilakukan oleh pemerintah
Indonesia melalui pendel egasian wewenangnya kepada PANDI (Pengelola
Nama Domain Indonesia). PANDI membuat aturan mengenai nama

domain dengan tetap berdasarkan pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor
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11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan
memberikan persyaratan untuk membuat nama domain dengan
mencantumkan pedoman pemberian nama suatu domain dengan syarat
yaitu, penamaan suatu domain perlu memenuhi ketentuan dan persyaratan
nama Merek/Nama Tanda Dagang/Nama Hak Cipta/HKI lainnya adalah
Nama Domain terkait merek/tanda dagang/hak cipta/HKI lainnya dari
Registrant/badan-usahal/instansi/organisasi  yang  didukung/dibuktikan
dengan sertifikat merek/tanda-dagang/hak cipta/HKI lainnya. Ketentuan
tersebut membuka peluang bagi Undang-Undang Merek di Indonesia
untuk dilakukan sinkronisasi dengan peraturan yang dibuat olen PANDI
mengenal keberadaan merek dalam dunia maya.
B. Saran

1. Pemerintah harus membuat aturan khusus mengenai pembentukan hukum
untuk cybersquatting terhadap merek untuk mengisi kekosongan hukum
yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia setidaknya dapat meniru
Amerika Serikat ddlam membuat aturan hukum mengena tindakan
cyber squatting.

2. Pemerintah untuk jangka waktu ke depan, harus segera
mensinkronisasikan aturan hukum yang dibuat oleh PANDI dengan aturan
hukum merek yang ada saat ini dengan cara melakukan perubahan atas

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
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